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1. Rasional
Standar Pengelolaan Keuangan ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penerimaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, pengendalian, dan evaluasi keuangan STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan berkelanjutan.
Standar ini merupakan penjabaran operasional dari Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan menjadi acuan bagi BAUK, bagian keuangan, pimpinan, program studi, unit kerja, serta pihak lain yang menggunakan atau mengelola dana institusi.
Penyusunan standar juga mempertimbangkan kebutuhan penguatan akuntabilitas berdasarkan data keuangan dan jumlah mahasiswa Tahun Akademik 2022/2023 sampai dengan 2025/2026. Perubahan jumlah mahasiswa per angkatan dan munculnya tekanan terhadap keseimbangan penerimaan serta belanja menunjukkan perlunya standar yang lebih terukur dalam perencanaan, pengendalian, rekonsiliasi, dan mitigasi risiko.
2. Tujuan Standar
A. Menetapkan ukuran minimum mutu pengelolaan keuangan institusi;
B. Menjamin keterkaitan antara rencana strategis, rencana operasional, rkat, pelaksanaan, realisasi, evaluasi, dan tindak lanjut;
C. Memastikan setiap transaksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan;
D. Meningkatkan disiplin anggaran dan pengendalian internal;
E. Menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan realisasi yang tepat waktu serta konsisten;
F. Memastikan adanya rekonsiliasi dan tindak lanjut atas perbedaan data atau saldo;
G. Mendorong pengelolaan risiko dan keberlanjutan keuangan; dan
H. Menjadi dasar penyusunan sop, formulir, monitoring, audit internal, serta evaluasi mutu bidang keuangan.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab
	Pihak/Unit
	Tanggung Jawab

	Ketua STAI
	Menetapkan dan mengendalikan kebijakan strategis keuangan serta memberikan persetujuan sesuai kewenangan.

	Ka BAUK
	Mengoordinasikan perencanaan, administrasi, pengendalian, rekonsiliasi, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut bidang keuangan.

	Bagian Keuangan/Bendahara
	Melaksanakan penerimaan, pembayaran, pencatatan, pengarsipan, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan sesuai prosedur.

	LPM
	Memantau pemenuhan standar keuangan dan mengoordinasikan evaluasi melalui mekanisme SPMI.

	Program Studi/Unit Kerja
	Mengusulkan program dan anggaran, melaksanakan kegiatan sesuai persetujuan, serta menyampaikan pertanggungjawaban.

	Yayasan
	Melaksanakan fungsi persetujuan, pengawasan, atau dukungan sesuai Statuta dan ketentuan yang berlaku.



4. Pernyataan Standar dan Indikator Pemenuhan
Pernyataan standar berikut menggunakan pendekatan terukur agar dapat dinilai melalui bukti, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Target persentase yang dicantumkan merupakan standar internal yang disarankan dan dapat ditetapkan kembali oleh pimpinan sesuai kemampuan serta tata kelola institusi.

	No.
	Area Standar
	Pernyataan Standar
	Indikator/Target Minimum
	Bukti Pemenuhan

	1
	Perencanaan dan RKAT
	Ka BAUK memastikan RKAT disusun setiap tahun berdasarkan Renstra, Renop, evaluasi realisasi tahun sebelumnya, proyeksi penerimaan, kebutuhan program, dan kemampuan keuangan.
	100% tahun anggaran memiliki RKAT yang disusun, diverifikasi, dan disahkan sebelum atau pada awal periode anggaran.
	RKAT, berita acara, lembar pengesahan, Renstra, Renop, laporan realisasi.

	2
	Keterkaitan Program dan Anggaran
	Setiap program atau kegiatan yang dibiayai institusi harus memiliki sasaran, indikator atau keluaran, anggaran, sumber dana, jadwal, dan penanggung jawab.
	100% kegiatan dalam RKAT mempunyai identitas program, anggaran, sumber dana, waktu, dan PIC.
	RKAT rinci, matriks program, TOR atau usulan kegiatan.

	3
	Penerimaan
	Bagian keuangan mencatat seluruh penerimaan secara lengkap berdasarkan sumber, jenis, tanggal, nominal, dan bukti transaksi.
	100% penerimaan tercatat dan memiliki bukti yang dapat ditelusuri.
	Bukti penerimaan, rekening koran, buku kas, rekap penerimaan.

	4
	Pengeluaran
	Setiap pengeluaran harus memiliki dasar anggaran, persetujuan sesuai kewenangan, bukti transaksi, dan pencatatan yang memadai.
	100% pengeluaran memiliki bukti dan otorisasi yang sesuai.
	Form pengajuan, bukti persetujuan, kuitansi/faktur, bukti transfer.

	5
	Realisasi Anggaran
	Ka BAUK memantau realisasi anggaran secara berkala dan membandingkannya dengan RKAT.
	Pemantauan minimal setiap triwulan; deviasi material dijelaskan dan ditindaklanjuti.
	Laporan realisasi, analisis varians, notulen evaluasi.

	6
	Pertanggungjawaban
	Unit atau penanggung jawab kegiatan wajib menyerahkan pertanggungjawaban keuangan dan bukti pelaksanaan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
	Minimal 95% SPJ disampaikan tepat waktu; sisanya ditindaklanjuti secara terdokumentasi.
	SPJ, bukti transaksi, daftar monitoring SPJ.

	7
	Kas dan Bank
	Pengelolaan kas dan rekening bank dilakukan secara tertib dengan pencatatan, pembatasan akses, dan rekonsiliasi berkala.
	Rekonsiliasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap bulan.
	Buku kas, rekening koran, berita acara/lembar rekonsiliasi.

	8
	Rekonsiliasi Saldo
	Saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir harus konsisten dan dapat ditelusuri antarperiode.
	100% perbedaan saldo antarperiode memiliki penjelasan dan bukti rekonsiliasi.
	Rekonsiliasi saldo, jurnal penyesuaian, rekening koran, berita acara.

	9
	Tunggakan Mahasiswa
	Piutang atau tunggakan mahasiswa dipantau secara berkala dan ditindaklanjuti sesuai kebijakan institusi.
	Daftar tunggakan diperbarui minimal setiap semester dan memiliki status tindak lanjut.
	Daftar piutang, surat pemberitahuan, rekap penyelesaian.

	10
	Laporan Keuangan
	Bagian keuangan menyusun laporan keuangan dan laporan realisasi secara periodik dan tahunan.
	Laporan tahunan tersedia paling lambat sesuai jadwal internal yang ditetapkan dan telah diverifikasi pimpinan.
	Laporan keuangan, laporan realisasi, lembar verifikasi.

	11
	Pengendalian Internal
	Institusi menerapkan verifikasi, persetujuan berjenjang, pemisahan fungsi, pembatasan akses, dan pemeriksaan berkala.
	Seluruh transaksi material melalui mekanisme verifikasi dan persetujuan sesuai kewenangan.
	SOP, matriks kewenangan, lembar verifikasi, hasil pemeriksaan.

	12
	Risiko Keuangan
	Ka BAUK bersama pimpinan dan LPM mengidentifikasi risiko keuangan dan menetapkan tindakan mitigasi.
	Register risiko diperbarui sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dan setelah terjadi perubahan signifikan.
	Register risiko, matriks mitigasi, notulen evaluasi.

	13
	Keberlanjutan Keuangan
	Perencanaan keuangan mempertimbangkan tren jumlah mahasiswa, penerimaan, biaya, saldo, dan sumber dana alternatif.
	Analisis keberlanjutan dan proyeksi keuangan diperbarui minimal satu kali setiap tahun.
	Proyeksi penerimaan-belanja, data mahasiswa, analisis arus kas.

	14
	Diversifikasi Sumber Dana
	Institusi mengupayakan sumber pendanaan yang sah di luar pembayaran mahasiswa sesuai kemampuan dan peluang.
	Setiap tahun terdapat identifikasi dan tindak lanjut peluang pendanaan non-mahasiswa.
	Proposal hibah, kerja sama, dukungan Yayasan, laporan penerimaan lain.

	15
	Evaluasi Mutu
	LPM bersama BAUK mengevaluasi pemenuhan standar keuangan melalui monitoring atau audit mutu internal.
	Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun.
	Laporan monev/AMI, daftar temuan, berita acara.

	16
	Tindak Lanjut
	Setiap temuan evaluasi, rekonsiliasi, atau pemeriksaan ditindaklanjuti secara terdokumentasi.
	100% temuan memiliki PIC, target waktu, status penyelesaian, dan bukti tindak lanjut.
	Rencana tindak lanjut, notulen, bukti perbaikan.

	17
	Arsip dan Keterlacakan
	Dokumen keuangan disimpan secara sistematis dan dapat ditemukan kembali dengan cepat oleh pihak berwenang.
	100% dokumen utama memiliki lokasi arsip, kode, dan periode yang jelas.
	Register arsip, folder digital/fisik, daftar dokumen.

	18
	Keamanan Data Keuangan
	Akses terhadap data keuangan dibatasi sesuai kewenangan dan data penting dicadangkan secara berkala.
	Daftar akses tersedia; pencadangan dilakukan sesuai jadwal internal.
	Daftar pengguna, log akses jika tersedia, bukti cadangan data.



5. Standar Perencanaan Anggaran
A. RKAT disusun melalui mekanisme pengajuan program dari unit kerja dan program studi, pembahasan, verifikasi, penyesuaian terhadap kemampuan keuangan, dan pengesahan sesuai kewenangan.
B. Proyeksi penerimaan menggunakan asumsi yang dapat dijelaskan, termasuk jumlah mahasiswa, tarif yang berlaku, tren pembayaran, tunggakan, serta sumber penerimaan lain yang sah.
C. Belanja diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung pembelajaran, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, penjaminan mutu, tata kelola, dan mitigasi risiko.
D. Perubahan anggaran yang material harus didokumentasikan dan memperoleh persetujuan sesuai kewenangan.
6. Standar Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
A. Pencairan dana dilakukan setelah dokumen usulan, persetujuan, dan kelengkapan administrasi dinyatakan memadai.
B. Pembayaran melalui rekening bank diutamakan untuk meningkatkan keterlacakan transaksi.
C. Bukti transaksi harus memuat informasi yang cukup untuk mengidentifikasi tanggal, pihak, tujuan, nominal, dan kaitannya dengan kegiatan.
D. Pertanggungjawaban kegiatan mencakup aspek keuangan dan bukti pelaksanaan kegiatan.
E. Dokumen yang belum lengkap harus dikembalikan atau diberi status belum selesai sampai dilengkapi.
7. Standar Pengendalian dan Rekonsiliasi
A. Rekonsiliasi kas dan bank dilakukan sekurang-kurangnya setiap bulan.
B. Perbandingan antara RKAT dan realisasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap triwulan.
C. Perbedaan saldo antarperiode tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan tertulis dan bukti pendukung.
D. Transaksi yang tidak sesuai anggaran atau prosedur harus dicatat sebagai temuan dan diselesaikan melalui mekanisme tindak lanjut.
E. Akses terhadap rekening, aplikasi, berkas digital, dan dokumen keuangan dibatasi berdasarkan tugas dan kewenangan.
8. Standar Keberlanjutan dan Mitigasi Risiko
Dalam penyusunan dan evaluasi anggaran, institusi wajib memperhatikan kemampuan pendanaan jangka pendek dan jangka menengah. Data mahasiswa per angkatan yang tersedia menunjukkan penurunan dari 120 mahasiswa pada Tahun Akademik 2022/2023 menjadi 80 mahasiswa pada Tahun Akademik 2025/2026. Perubahan tersebut menjadi salah satu indikator risiko yang perlu dipertimbangkan bersama tren penerimaan dan belanja.

	Risiko
	Indikator Awal
	Mitigasi Minimum

	Penurunan jumlah mahasiswa
	Jumlah mahasiswa baru/per angkatan menurun
	Penguatan PMB, evaluasi program, proyeksi penerimaan konservatif.

	Penurunan penerimaan
	Pendapatan tahun berjalan turun dibanding periode sebelumnya
	Diversifikasi sumber dana, penagihan tunggakan, penyesuaian prioritas belanja.

	Defisit operasional
	Belanja tahun berjalan melebihi penerimaan tahun berjalan
	Efisiensi, penjadwalan ulang belanja, penguatan pendapatan, persetujuan penggunaan saldo/cadangan.

	Tunggakan mahasiswa
	Piutang meningkat atau pembayaran terlambat
	Pemantauan semesteran, komunikasi terstruktur, skema pembayaran sesuai kebijakan.

	Kesalahan transaksi
	Dokumen atau pencatatan tidak lengkap
	Verifikasi berjenjang, pemisahan fungsi, rekonsiliasi.

	Kehilangan data
	Berkas keuangan tidak dapat diakses atau rusak
	Pencadangan berkala dan pengendalian akses.



9. Mekanisme Evaluasi Pemenuhan Standar
Pemenuhan standar dievaluasi melalui kombinasi kegiatan berikut:
A. Pemantauan rutin oleh Ka BAUK dan bagian keuangan;
B. Evaluasi realisasi anggaran secara triwulanan atau sesuai kebutuhan;
C. Rekonsiliasi kas dan bank secara bulanan;
D. Evaluasi tahunan terhadap pencapaian RKAT dan keberlanjutan keuangan;
E. Monitoring dan evaluasi oleh LPM;
F. Audit Mutu Internal sesuai program SPMI; serta
G. Pemeriksaan internal atau audit eksternal apabila dilakukan atau dipersyaratkan.
10. Skala Penilaian Pemenuhan

	Kategori
	Kriteria Umum

	Memenuhi
	Standar dan target terpenuhi serta bukti tersedia dan dapat ditelusuri.

	Memenuhi Sebagian
	Sebagian target terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan bukti, ketepatan waktu, atau konsistensi.

	Belum Memenuhi
	Target utama tidak terpenuhi atau bukti tidak tersedia.

	Perlu Verifikasi
	Data atau bukti tersedia sebagian tetapi masih memerlukan rekonsiliasi atau klarifikasi.



11. Dokumen dan Rekaman yang Wajib Tersedia
A. RKAT yang disahkan;
B. Rencana Strategis dan Rencana Operasional sebagai dasar program;
C. formulir usulan anggaran dan pencairan;
D. bukti penerimaan dan pengeluaran;
E. buku kas dan/atau catatan transaksi;
F. rekening koran dan dokumen rekonsiliasi;
G. laporan realisasi anggaran;
H. laporan keuangan tahunan;
I. daftar tunggakan atau piutang mahasiswa;
J. register risiko keuangan;
K. laporan monitoring dan evaluasi;
L. hasil Audit Mutu Internal atau pemeriksaan lain yang relevan; dan
M. dokumen tindak lanjut.
12. Dokumen Turunan
Standar ini dilaksanakan melalui dokumen operasional sekurang-kurangnya sebagai berikut:
A. SOP Penyusunan RKAT;
B. SOP Penerimaan Dana;
C. SOP Pengeluaran dan Pencairan Dana;
D. SOP Pertanggungjawaban Keuangan;
E. SOP Pengelolaan Kas dan Bank;
F. SOP Rekonsiliasi Keuangan;
G. SOP Pengelolaan Piutang atau Tunggakan Mahasiswa;
H. formulir pengajuan anggaran;
I. formulir pencairan dana;
J. formulir pertanggungjawaban; dan
K. format monitoring serta evaluasi pemenuhan standar.
13. Peninjauan dan Peningkatan Standar
Standar Pengelolaan Keuangan ditinjau secara berkala dan diperbarui apabila terdapat perubahan peraturan, Statuta, kebijakan institusi, struktur organisasi, sistem keuangan, hasil evaluasi, temuan audit, perubahan kondisi mahasiswa dan pendapatan, atau kebutuhan pengembangan institusi. Peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan dan keputusan pimpinan.
14. Penutup
Standar ini menjadi ukuran mutu minimum pengelolaan keuangan STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi. Seluruh unit yang terkait wajib melaksanakan standar sesuai kewenangan serta menyediakan bukti pelaksanaan yang dapat ditelusuri. Ketentuan teknis diatur lebih lanjut melalui prosedur operasional baku, formulir, dan keputusan pimpinan.
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